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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 
1. Kebijakan Umum Pengadilan Agama Nunukan  
    Sebagai wujud pelaksanaan Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 
sebagaiman telah di ubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011  tentang pedoman pelayanan 
informasi di Pengadilan  dan untuk menindaklanjuti KMA tersebut 
Ketua Pengadilan Agama Nunukan telah menerbitkan surat 
keputusan tentang Tim Pengelola informasi pada Pengadilan Agama 
Nunukan sehingga instansi/badan/lembaga terkait maupun 
masyarakat dengan mudah memperoleh informasi baik secara 
langsung ataupun melalui web site Pengadilan Agama Nunukan. 

   Dalam hal menindaklanjuti program pengembangan 
Teknologi Informasi dari Mahkamah Agung RI, dalam tahun 2016 
Pengadilan Agama Nunukan sudah memanfaatkan berbagai sistem 
yang telah di kembangkan oleh Mahkamah Agung RI, di antaranya : 
1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP); 
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2. Untuk pengelolaan data pegawai melalui Sistem Informasi 
Kepegawaian (SIKEP Online); 

3. Serta SIMARI dan Aplikasi KOMDANAS MA-RI untuk Pengelolaan 
Data Keuangan, Pengelolaan data umum (rekonsiliasi internal 
satker, back-up persediaan, laporan semester BMN), 
Pengelolaan Data Kepegawaian (Database pegawai meliputi 
kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun, serta pengisian absensi 
setiap bulan, uang makan dan remunerasi). Semua hal tersebut 
dilakukan untuk membuktikan bahwa Peradilan Agama Nunukan 
telah menjalankan transparansi dan keterbukaan informasi.  
 

2. Visi dan Misi 
Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah 

Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Nunukan sebagai Pengadilan 
Tingkat Pertama demi meningkatkan kepercayaan masyarakat 
pencari keadilan telah menetapkan Visi sebagai berikut : 

 
“Mewujudkan Pengadilan Agama Nunukan yang bermartabat 

dan dihormat untuk memperkokoh landasan 
menuju peradilan yang agung” 

 
Berdasarkan visi Pengadilan Agama Nunukan yang telah 

ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan 
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Agama Nunukan sebagai   fokus    program    kerja untuk 
mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Nunukan adalah : 

 
a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Nunukan; 
b. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari 

keadilan; 
c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama 

Nunukan; 
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Nunukan; 
 
 
3. Rencana Strategis (Renstra) 

Rencana  Strategi Pengadilan Agama Nunukan merupakan 
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan  
yang terencana   dan terprogram secara sistematis melalui  penataan 
penertiban, perbaikan, pengkajian, 
pengelolaan terhadap sistem, 
kebijakan dan peraturan  perundang-
undangan untuk mencapai 
efektivitas dan efisiensi. 
  Rencana Strategis dimaksudkan untuk memaksimalkan 
sumber daya manusia dan pengawasan agar dapat dimanfaatkan 
secara efektif dan efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat diterima 
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secara baik bilamana sumber daya manusia yang ada dipergunakan 
secara tepat guna dan tepat sasaran. 

Pengadilan Agama Nunukan sebagai lembaga peradilan yang 
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah 
hukum Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mempunyai tugas 
pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara 
yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan 
tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, 
penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, 
sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan Khususnya 
Wilayah Pengadilan Agama Nunukan yang menandakan urgensinya 
penyusunan suatu rencana Strategis, sebagai kerangka acuan untuk 
mewujudkan cita-cita hukum. 

Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan ini merupakan 
rumusan Strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 
(Tupoksi) lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan 
pelayanan hukum kepada masyarakat. Penyusunan tersebut disusun 
dengan memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat, 
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kondisi internal organisasi dengan memperhatikan kondisi 
perkembangan hukum dan masyarakat secara nasional.   

Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan juga tidak 
terlepas dari Blue Print Mahkamah Agung dan Hasil Rakernas 
Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diharapkan agar Rencana 
Strategis terdapat keselarasan dan keserasian dengan program- 
program pembangunan dibidang hukum. 

Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan menetapkan 
kondisi jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam 
mencapai visi dan misi, rumusan tujuan dan sasaran. 

Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan 
kondisi lingkungan Strategis dan faktor-faktor penentu keberhasilan. 
Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan (alignment) 
antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi. 
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BAB II 
STRUKTUR ORGANISASI 

(TUPOKSI) 
 
A. Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Tugas serta 
tanggung jawab, sesuai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah 
Agung RI. 

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama  terdiri 
dari   Pimpinan,   Hakim  Anggota,  Panitera, Sekretaris dan   Jurusita, 

sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) 
disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan 
Agama terdiri dari seorang Ketua dan 
seorang Wakil Ketua. 

Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, susunan organisasi dan 




